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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  323/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada tingkat  pertama,  dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara  Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3275112312850004, lahir di Jakarta, 23 Desember 1985, umur

36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx

xxxxxx sebagai Staff,  tempat tinggal di  xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat (kediaman bapak Pri/ Gang

Pos),. Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Melawan

TERMOHON, lahir di Tangerang, 10 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal

di  xxx  xxxxxx xxxxxx xxx  xxx  xxx  xxx  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten (dekat

Masjid Darul Rohmah/ Rumah Rodiah Masan). Selanjutnya disebut

sebagai “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  13 Januari

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor  323/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 323/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  dari  Termohon  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015,

yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Teluk  Naga,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi  Banten

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:  858/105/IX/2015 tertanggal  28

September 2015;

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx

xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

melakukan  hubungan  suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan  belum  dikaruniai

anak;

4. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon  berjalan  dengan  harmonis,  namun  sejak  Bulan  Maret  2020

keharmonisan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  terjadi

perselisihan dan percekcokan, disebabkan: 

4.1. Termohon  sering  merasa  kurang  terhadap  nafkah  yang

diberikan Pemohon;

4.2. Anak  bawaan  Termohon  tidak  bisa  menerima  Pemohon

sebagai ayah sambungnya;

4.3. Termohon kurang jujur dalam hal keuangan;

4.4. Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  pada  05  Januari  2021,  yang  mana

Pemohon. pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir Sehingga sejak

itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan

selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di  atas Pemohon telah menderita lahir batin

dan  Pemohon tidak  ridho atas  perlakuan  Termohon terhadap  Pemohon

serta  Pemohon  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah

tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-
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satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan

Termohon;

7. Bahwa  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  permohonan  Pemohon

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim  segera  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan

dan  menjatuhkan  talak  satu  roj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di

hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  maka  mohon  untuk  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  telah

hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun

menurut  relaas  panggilan  Nomor  323/Pdt.G/2022/PA.Tgrs  termohon  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedang  tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadirannnya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  sehingga

Termohon  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  persidangan  dilanjutkan

dengan tanpa hadirnya  Termohon; 
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Bahwa atas  gugatan  Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha

menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan

dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon, dengan tambahan  sendiri atas pertanyyaan majlis hakim, pemohon

akan  memberikan  mut’ahnya  kepada  termohon  berupa  uang  sebesar  Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil   gugatannya,   Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Nomor

3275112312850004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama (KUA)

xxxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi  Banten,  Nomor

858/105/IX/2015 Tanggal 28 September 2015, bukti surat tersebut telah

diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat,  Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi

sebagai sebagai berikut : 

1. IRWAN GOJALI  Bin  H.  JAKA PUSAKA saksi  memberikan  keterangan

dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa  saksi  sebagai  rekan  kerja  pemohon  dan  kenal  termohon

sebagai istri sah yang menikah pada September 2015;

 Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx

xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 Bahwa sebelum pernikahan status pemohon duda cerai mati dengan

1 orang anak dan termohon janda cerai mati dengan mempunyai 3 orang

anak;

 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

melakukan hubungan suami  isteri  (ba’da dukhul)  dan belum dikaruniai

anak;

 Bahwa  sejak  Bulan  Maret  2020   keharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcokan;

 Bahwa  penyebabnya  adalah  masalah  ekonomi,  dan  anak  bawaan

masing-masing;

 Bahwa  akibatnya  pada  05  Januari  2021,  Pemohon.  pergi

meninggalkan  kediaman  bersama  terakhir   sampai  sekarang  pisah

rumah;

 Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan ermohn sudah tidak

berhubugan lagi sebagaimana  layaknya suami istri;

 Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk

bersabar tetapi tidak berhasil;

2. ISNANI  BINTI  KADAR, saksi  memberikan  keterangan  dipersidangan

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi sebagai saudara sepupu pemohon dan kenal termohon

sebagai istri sah yang menikah pada September 2015;

 Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx

xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten;

 Bahwa sebelum pernikahan status pemohon duda cerai mati dengan

1 orang anak dan termohon janda cerai mati dengan mempunyai 3 orang

anak;

 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

melakukan hubungan suami  isteri  (ba’da dukhul)  dan belum dikaruniai

anak;
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 Bahwa  sejak  Bulan  Maret  2020   keharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcokan;

 Bahwa  penyebabnya  adalah  masalah  ekonomi,  dan  anak  bawaan

masing-masing;

 Bahwa  akibatnya  pada  05  Januari  2021,  Pemohon.  pergi

meninggalkan  kediaman  bersama  terakhir   sampai  sekarang  pisah

rumah;

 Bahwa selama berpisah rumah, pemohon dan ermohn sudah tidak

berhubugan lagi sebagaimana  layaknya suami istri;

 Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk

bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti  lagi  selain

yang  telah  diajukan.  Sedangkan  termohon  tidak  hadir,  maka  dianggap  tidak

mengajukan bukti  apapun, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal

yang  terjadi  di  persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  berita  acara

persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar

rukun lagi  dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi

tidak  berhasil,  karena  Pemohon  tetap  berkeinginan  untuk  bercerai  dari

Termohon ;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  Pemohon  hadir  sedangkan

Termohon tidak  pernah hadir,  maka upaya mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 323/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
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sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  oleh  karenanya  pemeriksaan

dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  dan

permohonan  Pemohon  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon

dapat  diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (  verstek).  Dengan

tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah

dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  pada  pokoknya

adalah  bahwa,  rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  terus menerus yang ulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya.

Dengan demikian alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2

dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  maka  terbukti,  Pemohon

bertempat  tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara

Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh

karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf

(a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
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Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil

dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon  adalah  bukan  orang  yang

dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di

depan persidangan, oleh karena itu para saksi  telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi,

Majelis  Hakim telah menemukan fakta-fakta  yang dapat disimpulkan sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa  sejak  Bulan  Maret  2020   keharmonisan  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcokan;

- Bahwa  penyebabnya  adalah  masalah  ekonomi,  dan  anak  bawaan

masing-masing;

- Bahwa  akibatnya  pada  05  Januari  2021,  Pemohon.  pergi

meninggalkan kediaman bersama terakhir  sampai sekarang pisah rumah;

- Bahwa saksi  sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk

bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi

yang diajukan, maka  dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan

termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran   sejak  Maret  2020   yang

disebabkan  masalah  ekonomi,  dan  anak  bawaan  masing-masing,  akibatnya

pemohon  dan  termohon  telah  pisah  rumah  sejak  05  Januari  2021,  sampai

sekarang.  Dengan  demikian dalil-dalil  permohonan  pemohon  tersebut  telah

beralasan dan terbukti  tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis

Hakim  telah  memeperoleh  fakta  hukum  bahwa  antara  Pemohon  dengan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
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ada  harapan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga,  sehingga  alasan-alasan

pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat

(2)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  permohonan

Pemohon  tersebut  telah  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al-

Baqarah : 229 yang berbunyi:

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

Menimbang,  bahwa dari  segi  penyelesaian  masalah,  maka  perceraian

sudah merupakan alternatif  terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya

akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah

tangganya sedangkan  segi  kemaslahatan adalah lebih baik,   apabila  kedua

belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah

berpisah  rumah.  Dengan  demikian  majelis  hakim,  berpendapat  bahwa  pintu

perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi : 

- المصالح      رءد جلب على مقدم المفاسد

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan

thalak satu raj’i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah

dikabulkan.  Dan  atas  pernyataan  pemohon  di  depan  sidang,  bila  terjadi

perceraian, pemohon sanggup untuk memberikan mut’ah berupa uang sebesar

Rp.  2.000.000,-  (dua juta   rupiah)  Sedangkan termohon selama persidangan

tidak pernah datang. Dengan demikian kewajiban pemohon akibat perceraian

harus  ditetapkan; 
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Menimbang,  atas dasar  pernyataan pemohon di  depan sidang akibat

dari perceraian, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka

pernyataan  pemohon  harus  dikabulkan  dan  kemudian  majelis  hakim

menghukum  kepada  pemohon  untuk  memberikan  kewajiban  atas

kesanggupannya  berupa  mut’ah  uang  sebesar  Rp.  2.000.000,-  (  dua  juta

rupiah);

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban pemohon telah ditetapkan

sehingga  untuk  menjamin  hak  perempuan  dalam  memperoleh  keadilan

sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon

harus  dihukum  untuk  menyerahkan  mut’ahnya  berupa   uang  sebesar  Rp.

5.000.000,- (dua juta  rupiah) pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar

talaknya terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di depan persidangan, tidak dak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengana verstek;

3. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

mengikrarkan  dan  menjatuhkan  talak  satu  roj’i  terhadap  Termohon

(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Menetapkan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (

dua juta rupiah);

5. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada

termohon berupa  mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua

juta  rupiah),  pada  saat   sebelum  pemohon  mengucapkan  ikrar

talaknya didepan sidang;
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6. Membebankan kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya

perkara  ini  sejumlah  Rp.599.000,00  (lima  ratus  sembilan  puluh

sembilan ribu, rupiah); 

Demikianlah  putusan  ini  dijatuhkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Tigaraksa pada hari  Kamis  tanggal  10  Pebruari  2022 M,

bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H.

sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti.,

SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

pula oleh Pemohon  tanpa hadirnya  Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

          Drs. H. Martias     Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 454.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

1. Biaya Meterai          : Rp.    10.000  ,00  

Jumlah                   : Rp. 599.000,00;

 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu, rupiah)
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